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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menentukan Upaya 

Administratif pada putusan PTUN Palembang 

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan terutama 

ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 

Tahun 2018, serta sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung 

Republik Indoensia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan 

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 Sebagai Pedoman 

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian E, Rumusan Hukum 

Kamar Tata Usaha Negara pada angka 3 huruf e disebutkan: pada 

pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang 

mengadili perkara yang berkaitan dengan Pemberhentian Tidak 

Hormat yang didasarkan pada putusan Pengadilan Pidana atau Komisi 

Etik, yang tidak perlu diajukan upaya administratif lagi karena sudah 

diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan,  

Upaya Administratif pada Putusan Nomor:11/G/2021/ 

PTUN.MKS. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam 

menentukan apakah Penggugat sudah Upaya Administratif ataukah 

belum menurut penulis tidak sesuai dengan peraturan perundang-
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undangan terutama ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 6 Tahun 2018, serta tidak sejalan dengan Surat Edaran 

Mahkamah Agung Republik Indoensia Nomor 10 Tahun 2020 

Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 

2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian 

E, Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara pada angka 3 huruf e.  

2. Pertimbangkan Majelis Hakim mengenai pengujian keabsahan 

penerbitan objek sengketa dalam perkara ini berdasarkan Pasal 53 

ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

meliputi aspek kewenangan, prosedur, dan substansi, serta 

berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. 

a. Aspek kewenangan 

Pendelegasian kewenangan dari Kepala Kepolisian Negara 

Republik Indonesia (KAPOLRI) kepada Kepala  Kepolisian 

Daerah (KAPOLDA) untuk melakukan Pemberhentian Tidak 

Dengan Hormat dari Dinas POLRI terhadap Anggota POLRI 

untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) ke bawah di 

wilayahnya. Sehingga, dalam aspek kewenangan Tergugat 

(Kapolda Sumatera Selatan) untuk menerbitkan objek sengketa 

dalam perkara ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
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b. Aspek prosedur 

Alasan penjatuhan hukuman Pemberhentian Tidak Dengan 

Hormat dari Dinas POLRI karena Penggugat melanggar Pasal 7 

ayat (1) huruf b dan Pasal 11 huruf c Peraturan KAPOLRI Nomor 

14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri. Berdasarkan 

fakta-fakta hukum yang didapat, Penulis berkesimpulan 

penerbitan objek sengketa telah memenuhi prosedur dan tahapan 

sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang mengaturnya, 

sehingga dari aspek prosedur penerbitan objek sengketa 

dinyatakan telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan 

perundangundangan. 

c. Aspek substansial 

Bahwa yang dipertimbangkan dalam aspek substansi adalah 

mengenai telah tepat atau tidaknya muatan keputusan POLRI 

dengan Pangkat Brigadir Polisi Dua, salah satu tugas utamanya 

adalah menegakkan hukum dan memberikan perlindungan pada 

masyarakat, termasuk mencegah dan memberantas penyebaran 

narkotika/narkoba, namun justru berdasarkan hasil tes urine 

terbukti sebagai penyalahguna narkotika jenis Metamfetamina, 

sehingga majelis hakim menilai hal tersebut telah mencoreng 

citra, reputasi dan kehormatan POLRI yang dibebankan kepada 

setiap Anggotanya sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf 

b dan Pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 
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Tentang Kode Etik Profesi POLRI. Menurut penulis, bahwa 

penerbitan objek sengketa dari aspek substansi juga telah                   sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Penulis menyimpulkan bahwa penerbitan objek sengketa dari aspek 

kewenangan, prosedur dan substansi telah sesuai dan tidak bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-asas 

Umum Pemerintahan yang Baik, selanjutnya Penulis berkesimpulan 

dalam pokok perkara terhadap tuntutan gugatan Penggugat agar objek 

sengketa dalam perkara ini dinyatakan batal atau tidak sah adalah tidak 

beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. 

B. Saran 

 

  Direkomendasikan kepada Majelis Hakim dalam membuat 

pertimbangan aspek formal gugatan, terutama dalam menilai Upaya 

Administratif yang telah dilakukan oleh Penggugat, agar mendasarkan 

pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan didasarkan pada 

problematika fakta  pada waktu Penggugat menempuh Upaya 

Administratif, serta tidak mengabaikan kebijakan-kebijakan yang 

dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. 

 

 

  


